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<p>Kondis saat ini, kejahatan penyalahgunaan narkotika pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat
produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Perangkat hukum tentang narkotika
yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tindak pidana narkotika tidak pernah surut, bahkan
cenderung mengalami kenaikan. Salah satu daerah di wilayah hukum Provinsi Banten yang masuk dalam
zona merah darurat narkotika adalah Kota Tangerang. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, ditemukan 20 putusan Hakim dengan pelanggaran yang
sama hamun menjatuhkan putusan yang berbeda-benda (disparitas). Pada dasarnya disparitas dimungkinkan
terjadi apabila adanya alasan yang jelas. Disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari adanya diskresi hakim
dalam menjatuhkan hukuman, namun terjadinya disparitas putusan yang tidak dapat dihindarkan
bertentangan dengan konstitusi, sebab berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum
dalam penerapan hukumnya.</p><p>Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas yang
terjadi dalam putusan terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, faktor penyebab
hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang umumnya menjatuhkan pidana penjara terhadap para
penyalahguna narkotika, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitas bagi
penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum
primer, dan& nbsp; sekunder dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang
dianalisis secara deskriptif kualitatif.</p><p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadi disparitas
putusan pada 20 kasus putusan yang dijadikan sampel penelitian. <em>Pertama,</em> Hakim sama-sama
menjatuhkan pidana minimal dengan barang bukti shabu pada takaran yang berbeda. <em>Kedua</em>,
faktor penyal ahguna dipidana penjara diakibatkan karena dalam setiap dakwaan tidak terdapat tuntutan
Terdakwa untuk direhabilitasi, <em>Ketiga</em>, pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan
tindakan rehabilitas tidak jelas, sebab dengan telah terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1)
huruf aUU Narkotika dengan kondisi fakta dipersidangan yang tidak jauh berbeda, ada yang dipidana
penjara, ada pulayang direhabilitasi, padahal secaraumum syarat Terdakwa untuk dapat menjalani tindakan
rehabilitasi sesual SEMA tidak terpenuhi.</p><p>& nbsp;</p><p>Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim,
Penyalahgunaan Narkotika</p><hr /><p>It is prevalent today that illicit narcotic abuse is a transnational
crime as the producers, couriers and victims can be from avariety of countries.& nbsp; Laws related to
narcotics have been sufficient to combat narcotic abuse, that is, Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However,
narcotic-rel ated-crime rate has never reduced; in fact, it tends to rise.</p><p>One of regions under the
authority of Province Banten which is categorized as red zone for acute narcotic abuse is Tangerang city.
During the process of narcotic law enforcement in district court of Tangerang, 20 similar offences are found
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to be dropped with different verdicts (disparity). Basically, adisparity can occur for the legitimate reason.
The disparity in the judicial verdict is strongly related to judicial discretion in sentencing. However, the
disparity cannot contravene legal constitution since it potentially leads to inequality and legal insecurity in
its application.</p><p>This study aims to analyze the disparities occurring in judicial verdicts against
narcotic abuses in district court of Tangerang, the factors of judges& rsquo; verdicts, most of which are
imprisonment for the defendants, and legal reasonings to decide on rehabilitation for the defendants. This
study uses normative jurisprudence with the approach to laws and cases; research data are comprised of
primary and secondary law sources, collected by interview and literature review analyzed using qualitative-
descriptive approach.</p><p>This study reveals that disparities occurr to 20 verdicts, all the research
samples. First, judge pronounced minimum sentence based on evidence of different dose of shabu/ extacy.
Secondly, the defendants were sentenced to prison since there was no indictment for narcotic rehabilitation
for the defendant. Lastly, judge& rsquo;slegal consideration was not certain owing to the evidence that
defendant& rsquo;s action was in violation of Narcotics Act Article 127 verse (1) letter ajo. in essentially
similar legal factsin courts in which ones were sentenced and ones were rehabilitated whereas generally the
requirement for rehabilitation based on SEMA was not complied with.</p>



